
TARGET 

KINERJA
ANGGARAN

APBD APBD I II III IV

1 3 5 7 9 10 11 12

 Rp                  2.644.487.251 

Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan

Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat 

Daerah yang ditindaklanjuti

A. Jumlah laporan keuangan 2               Rp                  1.779.212.251 2 2 2 2

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjanga ASN 12             Rp                  1.668.292.551 12 12 12 12

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN yang dipenuhi
12             Rp                     110.919.700 3 6 9 12

B.
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja 

daerah
4               Rp                         3.250.000 4 0 0 0

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 1               Rp                            625.000 0 1 0 0

Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1               Rp                         1.000.000 1 0 0 0

Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
1               Rp                         1.000.000 1 0 0 0

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1               Rp                            625.000 1 0 0 0

C.
 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang

 terpenuhi
100           Rp                       59.283.000 0 100 0 0

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang

 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
15             Rp                       59.283.000 0 15 0 0

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi

 Peraturan PerundangUndangan
-                Rp                                       - 0 0 0 0

D. Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi 100           Rp                       61.190.000 25 50 75 100

 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

 Bangunan Kantor yang Disediakan
1               Rp                            900.000 0 0 0 1

 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang

 Disediakan
1               Rp                       20.000.000 1 0 0 0

 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1               Rp                         8.500.000 1 0 0 0

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 

Bangunan Kantor

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 

Dan Fungsi

Sub Kegiatan :  Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

25 50 75 100

KECAMATAN KEBONAGUNG

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100           Rp                  2.267.937.251 
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N
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Target Kinerja Triwulan (APBD)



Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

 yang Disediakan

-                Rp                                       - 3 3 3 3

 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD
1               Rp                       31.790.000 1 0 0 0

E. Jumlah BMD yang diadakan 19             Rp                     141.192.000 0 0 0 19

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5               Rp                       72.837.000 0 0 0 5

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Disediakan
14             Rp                       68.355.000 0 0 0 14

F.  Persentase Jasa Penunjang Layanan yang tersedia 100           Rp                       23.500.000 25 50 75 100

 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat

 Menyurat
1               Rp                         4.000.000 1 0 0 0

 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

 dan Listrik yang Disediakan
1               Rp                       19.500.000 1 0 0 0

G.  Jumlah BMD yang Terpelihara 16             Rp                     200.310.000 0 5 8 16

Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 

yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
2               Rp                       75.000.000 0 2 2 2

 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1               Rp                         3.000.000 0 0 0 1

 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11             Rp                         7.310.000 0 3 6 11

 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang

 Dipelihara/Direhabilitasi
1              100.000.000Rp                     0 0 0 1

 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

 yang Dipelihara/Direhabilitasi

1              15.000.000Rp                       0 0 0 1

Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 

yang baik 
100          30.600.000Rp                       50 100 100 100

A.

 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintahan

 di Tingkat Kecamatan

1              10.000.000Rp                       0 0 1 0

 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi 

Vertikal Terkait

1              10.000.000Rp                       0 0 1 0

B.
Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat
1              20.600.000Rp                       1 0 0 0

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1              20.600.000Rp                       1 0 0 0

Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif 100          98.200.000Rp                       50 100 0 0

A.
 Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan

 Pemberdayaan Desa
2              98.200.000Rp                       1 1 0 0

 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam 

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
5              23.200.000Rp                       5 0 0 0

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Program : Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Kegiatan : Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan

Sub kegiatan : Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 

Camat

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan 

kewenangan lain yang dilimpahkan

Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan 

pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana  gedung kantor atau 

bangunan lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan

 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan

 Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

1              75.000.000Rp                       0 1 0 0

Cakupan keamanan wilayah 100          134.975.000Rp                     40 60 100 0

A.

 Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan

 Ketertiban Umum

5              134.975.000Rp                     2 1 2 0

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

1              59.975.000Rp                       1 0 0 0

 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan 

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
4              75.000.000Rp                       1 1 2 0

Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan  yang 

dilaksanakan
100          30.000.000Rp                       0 50 100 0

A.
 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

sesuai Penugasan Kepala Daerah
2              30.000.000Rp                       0 1 1 0

1

.

 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan 

dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 

Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun  1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 

Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia

60            20.000.000Rp                       0 0 60 0

2

.

Jumlah  Laporan  Konflik  yang  Ditangani Sesuai Ketentuan 

Peraturan Perundang Undangan
1              10.000.000Rp                       0 1 0 0

 Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, 

Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa
100          82.775.000Rp                       0 50 75 100

A.

 Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan

 Pengawasan Pemerintahan Desa.

4              82.775.000Rp                       0 2 1 1

 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan 

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
1              20.000.000Rp                       0 0 1 0

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa
1              24.525.000Rp                       0 1 0 0

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
1              16.250.000Rp                       0 0 0 1

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, 

Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
1              22.000.000Rp                       0 1 0 0

Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan 

Aset Desa

Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban 

Lembaga Kemasyarakatan

Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat

Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan 

Kepala Daerah

Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 

Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, 

Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sub Kegiatan : Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan

Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

Sub Kegiatan : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja 

Kecamatan

Program : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum

Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan


